BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

a. bahwa pemberian tunjangan transportasi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan dalam
rangka menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD
dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2021, dan sehubungan
terdapat perubahan standar satuan sewa kendaraan
berdasarkan hasil analisis harga sewa kendaraan
dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional
kendaraan dinas jabatan sesuai Laporan Akhir Kajian
Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota
DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor: 00001/2.0160-
00/PI/11/0218/1/XII/ 2021-KJN yang dilaksanakan
oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Nanang Rahayu Sigit
Paryanto dan rekan, maka Peraturan Bupati tersebut
perlu dilakukan penyesuaian,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketentuan
lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada;



Menimbang

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor
31, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran
Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 31);

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor
70);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 33
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN.



Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 31), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per
orang per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 31 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
____Kepala Bagian Hukum
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